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Menimbang : 2.

Mengingat

1.

bahwa dalam rangka pembentukan aparatur negara yang
bersih, kompeten ‘dan melayani, -perlu dikembangkan sistem

seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 1I dan Pelamar

Umum yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari
korupsi, kolusi dan'nepotisme.

bahwa untuk melaksanakan sistem seleksi CPNS dari Tenaga
Honorer Kategori -1l dan Pelamar Umum yang . obyektif,
transparan, akuntabel sebagalmana tersebut pada huruf a,
diperlukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Nasional dari Tenaga Honorer Kategori Il dah Pelamar Umum
Tahun 2013 yang mampu melaksanakan tugas secara jujur,
memiliki = kemampuan (kompeten), - komitmen dan
bertanggungjawab serta bérperilaku kerja baik. ‘

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu dibentuk

Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari

Tenaga Honorer Kategorl I dan Pelamar- Umum .Tahun 2013
dengan Keputusan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Undang-undang Nomot 8 ’I‘ahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran ‘Negara Republik Indonesm Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran - Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagalmana telah diubah' ‘dengan
Undang-undang' Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

et i

Aot




Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi
- Pegawai ‘Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan. Lembaran Negara
* Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah
' dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun = 2003
* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003° Nomor

122, Tambaha‘n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 4332); . R

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah
- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192)

)

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang

. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5 Peraturan Presiden Nomor 47 ‘Tahun 2009 Teritang

‘Pembentukan  dan Organisasi ~ Kementerian Negara.
* sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir'dengan Peraturan
- Presiden Nomor 91 Tahun 2011 '

2

6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2010 Tentang Pembentukan Komite  Pengarah Reformasi
© Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi BirokraSi Nasional,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan - Presiden
- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010; N v
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
- Organisasi dan  Tata ‘Kerja  Kementerian = Negara
- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan
. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan vRefOrmasi
‘Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012; o

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4561), sebagaimana telah dua kalj diubah, . terakhir

. dengan Peraturan Pemerintah Nomor “56 Tahun 2012

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121

. Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG - PERUBAHAN | ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG PANITIA PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL NASIONAL DARI TENAGA
HONORER KATEGORI I DAN PELAMAR UMUM TAHUN 2013.




$ Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Pengadaan Calon . Pegawai Negeri Sipil
Nasional dari Tenaga Honorer Kategori Il dan Pelamar Umum
.Tahun 2013."

(2) Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari
‘Tenaga Honorer Kategori 11 dan Pelamar Umum Tahun 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim
Pengarah, Tim Pelaksana, Konsorsium, Tim Pe'ngawas, Tim
Audit Teknologi, Tim Pengamanan Teknologi, Sekretariat Tim
‘Pengarah dan Sekretariat Tim Pelaksana.

(3) Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari
Tenaga  Honorer Kategori 1I' “Tahun 2013 bertugas
riengkoordinasikan pelaksanaan . pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil dari Tenaga Honorér Kategori I dan Pelamar
Umum secara nasional yang obyektif, transparan, akuntabel
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

, 'P”asal 2
(1} Susunan Tim Pengarah sebagai berikut : 7
~a. Ketua _ : Menteri Pendayagunaan Aparatur
B R ‘Negara dan Reforrhaéi'Birokra‘si I
-b. WakilKetua . : Wakil - Menteri Pendayagunaan
© e w00 Aparatur-: Negara  dan Reformasi
¥ ...~ Birokrasi . s 8y
- e Sekretaris .. Sekretaris o Kementerian: -
“+ . Pendayagunaan’ " Aparatur Negara:
" «dan‘Reformasi Birokrasi - T

ik Anggota ;1 Menteri Dalam Negeri
‘ ’ 2. Menteri Keuangan

3. Menteri Pendidikan dan
+:* Kebudayaan

4. Menteri-Kesehatan. -
5. Keépala Kepolisian R'1
(2) Tugas Tirh Perigarah: 57 e
. ‘a. memberikan arahanf_;,kép;a,’déri‘Tirr’i ‘Pelaksana, Konsorsium,
Tim Pengawas, Tim Audit Teknologi, Sekretariat’ Tim
Pengarah: dan Sekretariat Tim  Pelaksana -usntuk
melaksanakan proses:: pengadaan:: Calon: Pégawai’ Negeri

Sipil yang obyektif, transparan, akuntabel:dan bebas dari

¢ korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. menetapkan kisi-kisi kompetensi dasar - PNS sebagai
acuan Konsorsium dalani‘menyusun soal tes CPNS;

C. menetapkan nilai ambang batas. (Passing  Grade)
kelulusan tes kompetensi  dasar CPNS ' bagi Tenaga
Honorer Kategori 1i dan. P;:lamar Umum CPNS
berdasarkan pertimbangan ~ yang " ‘diberikan  oleh
Konsorsium. ST S
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Pasal 3

(1) Untuk membantu pe]aksanaan mgas Tlm Pengardh dlbcntuk
uekretanat dengan susunan sebagai berlkut

a. Kctua : A81sten Deput1 Perencanaan SDM
) Aparatur KemenPANRB
b. Wakil Ketua : - Direktur Perencanaan dan Forma31 :
' Pegawax BKN
- ¢. Anggota 1L Asdep Koordmam dan’ Evalua31
' . Sistem - Manajemen SDM
. Aparatur
2. Asisten- Depun Sekretaris Wakil

Presiden  Bidang  Reformasi

Birokrasi; v
3. Kepala Biro Kepegawaian,
e Kemendagri
40 Kepala: Blro Umum, Kementerlan g
- PANRB;

5. Kepala Biro Hukum dan Humas,
- Kementerlan PANRB;

- 6. Kepala. Biro Perencanaan
R Kementenan PANRB-
7. Kabid Rekrutmen SDM
,Aparatur Kementenan PANRB:

8. Kabxd Penyusunan Formasi SDM

; Aparatur Kementerlan PANRB;

9. Kabid, Koord1na31 Pelaksanaan
Sistern Manajemén  SDM
Aparatur Kemcnterlan PANRB;

10. Kabid D131p1m dan Etos. Kerja

© SDM Aparatux Kementerlan
PANRB; '

11. Kabid F33111ta31 Penyelenggaraan
- Seleksi, BKN;

12. Kepala Sub Baglan Tata Usaha,

' Dcput1 Bidang SDM "Aparatur,
Kementenan PANRB -

13. Analis Perencanaan . SDM
Aparatur’ pada Keasdepan
Perencanaan  SDM Aparatur
Kementerlan PANRB

14. Penelaah Penoembanoan
KapaSitas - SDM- “Aparatur,

' Kementerlan PANRB;"

15. Pengelola Database - Decision
Support System pada Keasdepan
Koordinasi dan Evaluasi Sistem
Manajemen- SDM - Aparatur,
Kementerian PANRB.

(2| iekretariat Txm Pengarah’ bertanggung]awab kepada Sekretans
-Tim Pengarah.




(G) Sckretariat Tim Pengarah bertugas -niémberikan dukungan
- administratif kepada Tim Pengarah dalam rangka kelancaran
. pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori I .
- dan Pelamar Umum Tahun'2013. : : :

Pasal 4
(1) Susunan Tim Pelaksana sebagai -berikﬁt :
a. Ketua . Kepala Badan Kepegawaian Negara
b. Wakil Ketua : Deputi Bid‘amg ‘ SDM Aparatur,
, Kementerian PANRB; ‘
c. Sekretaris . Deputi Bidang INKA, BKN
d. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian
Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan; ‘
4. S-ekrét’aris Jenderal Kementerian
Keuangan;
S. Kepala: Badan Pengembangan
' SDM  Kesehatan, Kementerian -
Kesehatan;
6. Deputi = Bidang Pengembangan
Kepegawaian, BKN '
7. Deputi Bidang Bina Kinerja dan
Perundang U ndangan; BKN;
8. Kepala'  Pusat’ -~ - Penilaian
Pendidikan, . Kemeénterian
Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Pusat Pengembangan -
Sistem Rekrutmen PNS, BKN;
10. Kepala' Bidang Non - Akademik
Pusat - Penilaian Pendidikan,
- Kementerian Dikbud;
11. Kepala - Bagian = Perencanaan
Kepegawaian, Kementerian
Dikbud; - '
12. Perekayasa  Pendidikan pada
v Pusat Penilaian Pendidikan;
(2) Tim Pelaksana bertanggungj‘aWab kAepad‘a Ketua Tim Pengarah.-
(%) Tugas Tim Pelaksana: B o
~ a. melaksanakan koordinasi, = integrasi, dan sinkronisasi
dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan
CPNS dari Tenaga Honorer Kategori Il dan Pelamar Umum
tahun anggaran 2013 yang obyektif, transparan, akuntabel
dan bebas dari korupsi, ko‘luSi‘dan né'potisme; '
~ b. menyusun petunjuk teknis. ‘pevlak‘s‘a'naan pengadaan CPNS
dari Tenaga Honorer Kategori I dan Pelamar Umurm tahun
anggaran 2013; ' .
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. memberikan - ~bimbingan - keFxds seluruh  proses
pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer
Kategori Il dan Pelamar Umum’yang obyektif, transparan,
akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

1. menetapkan kebijakan operasional pelaksanaan pengadcaan
CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum
secara nasional tahun anggaran 2013;

. menetapkan penggandaan dan distribusi soal dan formulir
LJK dalam seleks;j Tenaga Honorer Kkategori_ II;
memantau pelaksanaan scanning dan pengolahan LJK
hasil tes; ‘

. melakukan korespo-ﬁdénsi dan dokumentasi serah terima
berita acara hasil tes kompetensi CPNS;

- menjamin pelaksanaan "pengadaank CPNS. berlangsung
secara-obyektif, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme dan tidak dipungut biaya; - .
melaporkan “hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada
Tim Pengarah. ’ G e '

: Pasal 5 o
(1) Untuk membantu pelékSahaéﬁ”tugas 'I‘un Pelaksana,‘ dibentuk

Kelompok Kerja derigan susunan sebagai berikut:
. Kelompok  Kerja  Bidang Koordinasi ~ Distribusi  dan
* Pengumpulan LK Hasil' Tes “Kompetensi - Dasar dan Tes
- Kompetensi Bidang:
D Ketwa | Deput Bidang Bina  Pengadass
I Kepangkatan dan Pensiun, BKN. |
2) WakilKeta " : “Deputi Bina Kirierja ‘dan Perundang

 Undangan, BKN.

3) Sc_kretafis “ : Dlrektur ‘chaqngkatan dan Mutasi, .
" 4) Anggota :a) “Kepalaf Kantor Regional I BKN
: b) Kepala Kantor Regional 1II BKN

o) Ke;f)ala Kantor Regional 11l BKN
) d)?:zKepala Kantor Regional IV BKN.
e} Kepala Kantor Ii‘eg'iénal V BKN
)" Kepala Kantor Regional V] BKN * ©
‘ g) Képala' Kantor Régional VI :BKN
h) Kepala Kantor Regional VIII BKN
) Kepala Kantor Regional IX BKN
J) Kepala Kantor Regional X BKN .
k) Kepala Kantor léegional XI BKN

I Kepéla' Kantor Regional XII BKN




E. Kelompok Kerja Bidang Pengé’lahaﬁ’“ﬁasil Tes Kompetensi‘

Dasar dan Tes Kompeténsi Bidang:
1) Ketua o WakiI Kepala Badan Kepegawaian
. Negara S '
2) Wakil Ketua : Kepula Badan Litbang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan -

3) Sekretaris : Kepala Pusat Penilaian Pendidikan,
Kementerian. Pendidikan dan
Kebudayaan; E
4) Anggota - a) Direktur Pusat Pengolahan Data,
BKN;
b) Kepala Biro Kepegawaian,
Kementerian  Pendidikan dan
‘Kebudayaan; , "
. ¢) Kepala Biro . Kepegawaian,

" Kementerian'Kesehatan;

'd) Tenaga® Ahli dari. Kementerian
. Pendidikan dan Kebudayaan/
- Perguruan Tinggi Negeri;
¢} Kepala-Bidang ‘Sistem - Informasi,

- Biro . Hukum - dan - Humas,
Kementerian PANRB; _

fy Kepala.. Sub . . Bagian

- Perigembangan Sistem. Informasi,

+: Bire:: :Hukum i danz: .- Huimas,
Kemienterian PANRB;

(2) Tugas Kelompok Kerja- Bidang : Koordinasi Distribusi- .dan
Pengumpulan LJK Hasil. Tes ~Kompetensi -Dasar- dan Tes
Kompetensi Bidang antara lain¢ -, . - '

a.

melakukan koordinasi, integrasi, dan; sinkronisasi- dalam

- rangka  distribusi dan “pengumpulan: - LJK: - hasil tes

kompetensi dasar dan tes kompetensi-bidang;’ o
merumuskan dan menyustin pétutijuk ‘teéknis- pelaksanaan
distribusi dan pengumpulan LJK ‘Hasil testkompétensi dasar
dan tes kompetensi bidang; =« i B w oy i
memastikan semua LJK hasil tes léom‘pétensifdésar dan-tes
kompetensi bidang terkumpul; -~ ca T

- melaporkan hasil pelaksanaan- koordinasi” distribusi d4n

pengumpulan LJK hasil tes seleksi CPNS kepada Ketuia Fim
Pelaksana. E R R RN iy

(3) Tugas Kelompok Kerja Bidang Pengolahan Hasil Tes Kompetensi

- Dasar dan Tes Kompetensi Bidang antara lain:

" melakukan koordinasi, integrasi, “dan sinkronisasi dalam
 rangka pemindaian / scanning, pengolahan dan scoring LJK
~ hasil tes kompetensi dasar dan tes kémpeténsi bidang; -

merumuskan dan méﬁyf;suﬁ_ petunjuk ‘teknis pelaksanaan

- pemindaian, pengolahan dan 'scoring hasil tes kompetensi

dasar dan tes kompetensi bidang; -

.. memastikan seriua LJK ‘hasil tes kompetensi” dasar dan

kompetensi bidang;

- melaporkan hasil pelaksanaan pemindaian, pengolahan dan
- scoring hasil tes dalam seleksi CPNS kepada Ketua Tim

Pelaksana.




'. Pasal 6

(1) Untuk membant-iajp‘elaksan:a'an ti}gas Tim Pelaksana, dibentuk
- Sekretariat Tim Pelaksana dengan susunan sebagai berikut :

© a. Ketua e i Dirckft’ur"Périgadaan PNS, BKN:

b. Wakil Ketua t Asisten . Deputi Koordinasi dan

Evaluasi Sistem Manajemen SDM
‘ ‘Aparatur, Kementerian PANRB;
c. Anggota ¢ 1. Direktur Kinerja Pegawai, BKN;
2. Direktur "Pe'ren‘can.,aan
Kepegawaian dan Formasi, BKN;
3. . Kepala  Biro Kepegawaian,
Kementeriap Dalam Negeri; '
4. Kepala - Biro Kepegawaian,
Kementerian Pendidikan dan
erbudayaan; , .
S. Kepala - Biro Kepegawaian,
Kementerian Kesehatan:
6. Kepala Sub Direktorat Advokasi,
~ Lembaga Kebijakan Pengadaan
» Barang/Jasa Pemerintah;
(2) Sekretariat Tim Pelaksana bertanggungjawab  kepada
@ Sekretaris Tim Pelaksana. . < g
(3) Sekretariat bertugas memberikan - dukungan - administratif

~ kepada Tim Pelaksana dalam rangka kelancaran. pelaksanaan -

- pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori Il dan Pelamar
. Umum Tahun 2013; : : REE I

P Pasal7 . . ‘ :
(1) Konsorsium _adalah instansi - yang ditunjuk oleh Menteri

PANRB untuk menyiapkan master na"skah"soal dan LJK tes,
. memantau pencetakan danrdistribuSi_naskah soal dan LJK

~ tes, melakukan pemantauan pelaksanaan tes, memindaj LJK,

- dan mengolah hasil tes; , _ ,

(2) Konsorsium terdiri dari Sekretariat Jenderal Kementerian
. Pendidikan dan Kebudayaan - (Biro Kepegawaian), Badan
. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan (Pusat
P‘cnilaian"Pendid‘ika'n)' dan Perguruan Tinggi Negeri yang
- ditunjuk. . ’ :

(3) Konsorsium bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.

(4) Konsorsium bertugas : . . C T

4. menyusun materi soal tes kompetensi dasar bagi Ténaga
' Honorer - Kategori 1I' dan ‘Pelamar Umum CPNS tahun

anggaran 2013 (master soal) dan kunci jawaban .

berdasarkan - kisi-kisi - kompetensi - dasar  PNS ‘yang
ditetapkan oleh Tim Perigarah; '
b. menyusun formulir Lembar Jawaban “Komputer (LJK)
sesuai dengan jenis dan bentuk soal tes Kompetensi dasar; -
- ¢. menyusun SOP Penyusunan Soal Tes Kompatensi Dasar,
.~ SOP Pengolahan ' Hasil Tes, SOP Penggandaan dan
Distribusi Soal dan Lembar Jawaban Komputer, SOP
Pendampingan terhadap instansi yang menyelenggarakan
tes; :




d. mengolah Lembar - Jawaban - Komputer  hasil Tes
Kompetensi Dasar

e. mengolah LJK hasil scannmq tes Kompetensi dasar dengqn

. kunci jawaban dengari alat bantu komputer;

f. memberikan rekomendasi nilai ambang batas . kelulusan
(passing grade) tes kompetensi dasar kepada Panitia
Pengadaan CPNS Nasional; '

8 menyampaikan hasil pengolahan LJK (nilai dan rangking

- serta yang memenuhi ambang batas kelulusan (passing
grade) untuk masing- masing instansi penyelenggaxa tes
kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasmnal

Pasal 8
(1) Susunan Tim Pengawas terdiri dari :
a. Ketua =+ Kepala, - Badan . Pengawasan
£ Keuangan dan Pembangunan
b. Wakil Ketua: - Deputi . Bidang . Pengawasan ~ dan
el Akuntabilitas, Kementerian PANRB.
‘c. Sekretaris - 7 Deputi Bldang Politik, - Sosxal dan
- ¢ Keamanan, BPKP. - :,
d. Anggota B Inspektur Jcnderal Kementerlan

‘Dalam Negeri;
2. Inspektur- Jend-eral Kerﬁenteri-a'n ‘
- “Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jeridéral Kementerian
Kesehatan;
4. -Asdep Penegakan Integrltas SDM -
- Aparatur; Kementerian PANRB'
S. Inspektur Kementenan PANRB;
6. 'nspektur Badan Kepegawaxan_
'Ngara; ‘
t’tl a-«@m«bud sman—-Re; pu&i@

87 Konsorsmm Lembaoa Swadaya
Masyarakat

(2| Tim Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah
(3] Tim Pengawas bertugas: . . . : :
a. melakukar\ pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS
dari Tenaga Honorer Kategon II dan Pelamar Umum mulai -
dari proses pengUmuman pelamaran pelaksanaan tes,
pengolahan LJK, penetapan pengumuman hasﬂ tes _proses
‘ penetapan NIP dan penempatan pegawa;

b. menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CPNS dari
Tenaga Honorer Kategon ‘0 dan " Pelamar~ Umum
berlangsung secara obyektif,  transparan dan bebas dari
korupsi, kolusi dan’ nepotxsme dan tidak dipungut biaya;

¢. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan
CPNS dari Tenaga Honorer: Katecon [l-dan Pelamar Umum
kepada Tim Pengarah. -
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. . Pasal 9 -, Co
(1 ) Susunan Tim Audit Teknologl terdiri- darl
Ketua © Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT)
Wakil Ketua 1 Sekretaris Utama, BPPT
Anggota : Kepala Pusat Data Informasi dan

Standardisasi, BPPT
Kepala Biro SDM & Organisasi,
BPPT
Kepala Biro Keuangan, BPPT
Kepala Biro Umum & Humas, BPPT
(2) Tim Audit Teknologx bertanggungjawab kepada Ketua Tim
Pengarah.
- {3) Tim Audit Teknologi bertugas
&. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
. rangka audit teknologl pengadaan CPNS tahun 2013;
b . merumuskan dan menyusun. petunjuk teknis pelaksanaan
audit teknologi pengadaan CPNS tahun 2013;
¢. memastikan sistem teknolog1 yang dxgunakan berfungsi
sebagaimana direncanakan pengcunanya
d. melakukan audit terhadap  sistem teknologi sebelum
digunakan untuk seleksi CPNS; L
€. mengawasi  penggunaan  sistem teknologi  selama
- pelaksanaan seleksi CPNS;
f. melakukan audit terhadap sistem . teknologi setelah
- digunakan untuk seleksi CPNS;
¢.. melaporkan hasil pelaksanaan audlt teknolog1 dalam selek51
., 'CPNS kepada Ketua Tim Pengarah

(4 %usunan Tim Pengamanan Tekno]og1 terdiri dari :

{etua ) o 1. Kepala Lembaga Sandl Negara
,Wak1l;K¢tua :",’Sekretarls Utama, Lemsaneg
Anggota - " : Deputi Bldang " Pengamanan

' Persandlan Lemsaneg
Direktur Pengamanan Smyal Deput1 '
Bxdang Pengamanan Pelsandlan
Lemsaneg
(5‘ Tim Pengamanan Teknolog1 bertanggung]awab kepada Ketua
Tim Pengarah .
(6) Tim Pengamanan Teknologl bertugas :
a, _melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
~rangka pengamanan teknolog1 pengadaan CPNS tahun
1 2013;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk tekms pelaksanaan
... pengamanan teknologi pengadaan CPNS tahun 2013;
F:;._ memastikan sistein. teknologl yang- dlgunakan berfungs1
sebagalmana dlrencanakan penggunanya; )
d} melakukan pengamanan terhadap sistem _teknologi
‘sebelum digunakan. untuk seleksi CPNS;
melakukan pengamanan terhadap sistem. teknolog1 yang
digunakan selama proses
f. seleksi CPNS termasuk melakukan penyandxan master
. soal CPNS;. .
melapon(an hasil pelaksanaan pengamanan teknolocl
dalam seleksi CPNS; kepada Ketua Tim Pengarah.
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Se; h{la bava “yang "’f"dipé'rlij}kan dalam - ranvka pelaksanaan
Keputusan Menteri - Pendayagunaan ‘Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ‘ini, dlbebankan pada DIPA Kementerian

Pe; lc*ayagunaan Aparatur Negara dan Relormaa Birokra si Tahun
Ang{laran 2013.

Pasal 11 :
Keg :mtusan Ini berlaku sejak. tanggai ditetapkan

Apabxla dikemudian hari - terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagalmana mestmya

Dltetapkan di- :J akarta
Pada;. jnggal LS b.c\xm LY aci3




